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MASUKAN: 
Penguatan pada Government ethics: Neutrality as a standard 
value for public servants ethics

KERANGKA TEORI METODE

KUESIONER (Apakah 
cukup 

membreakdown dari 
regulasi yang ada)



1. Kerangka Teori : Two Paradigms of Ethics
(Gallahue, 2016)

bureaucratic paradigm

individual values

respect for administrative processes

division of administration and politics 

democratic paradigm

advancing the principles of the public

becoming innovative in solving
problems and addressing issues

seeking fairness and equity

participation of the citizens 

obligations of a professional



Two Paradigms of Ethics (Gallahue, 2016), provides an umbrella for the :

values of
accountability

professional
competence

neutrality integrity

consistency

impartiality



Two general theories (Gallahue, 2016)

Deontological Ethical Theories

Duty-based ethics

built upon moral laws and
consideration

Consequentialism

the merit

the value

the successes of the result



2. Metode

1. Stratified Random Sampling  -stratifikasi berdasarkan apa?  Apakah untuk
mengetahui di tingkat Pusat Netralitas seperti apa, dan di tingkat Daerah 
seperti apa.

2. Purposive Sampling – purposive berdasarkan apa?
3. Range nilai 1-10 apakah tidak terlalu Panjang?
4. Responden – apakah akan ASN dan masyarakat : ASN sebagai pelaksana

peraturan dan masyarakat
5. Apakah ASN yang langsung berinteraksi dengan masyarakat atau yang 

administrative (karena intensitas untuk melakukan diskresinya berbeda).



Relevansi SWOT dalam riset ini dalam pengukuran indeks:

1. SWOT dapat di gantikan dengan
1. Analisis Gap
2. Diagram Cartesius
3. Atau dua-duanya.

2. Alternatif menggunakan diagram Cartesius: dengan pilihan:
a. Politik dan Pelayanan
b. Politik dan Manajemen
c. Manajemen dan Pelayanan

3. Bisa melihat bagaimana kecenderungan perilaku untuk memberikan
treatment tertentu.

4. Scoring mengapa tidak menggunakan skala likert.



3. Penajaman kuesioner

• Rujukan pada Kode etik ASN
• Tidak hanya diambil dari regulasi
• Bisa diambil dari jenis-jenis pelanggaran
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